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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan amat penting sebab pegawai
negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara Kita
seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan
panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu saja harus diisi
dengan pembangunan di semua bidang dengan semangat dan kemauan yang kuat
dan pantang menyerah. Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan
adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik,
berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai
kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi
negara, serta abdi masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama
tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara

pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Disiplin yang tinggi
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merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna.
Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik.
Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan
dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai
Negeri Sipil yang ditempatkan dan bekerja di lingkungan birokrasi untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan
tersebut antara lain besarnya jumlah PNS dan tingkat pertumbuhan yang tinggi
dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang
dimiliki, kesalahan penempatan dan Kketidakjelasan jalur karier yang dapat
ditempuh.

Sebuah ilustrasi tentang birokrasi menyatakan bahwa mereka Pegawai
Negeri Sipil kerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan. Gambaran umum
tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak publik Pegawai Negeri di
Indonesia. Sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa perbedaan antara
dunia preman dengan birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja. Para
pekerja ini hanya mengambil gajinya tanpa berkontribusi berarti terhadap
pekerjaannya.

Maka dari itu, pemerintah akan menawarkan relokasi dan pendidikan
tambahan. Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya
pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS. Pembangunan yang sedang
giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan

yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan
aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut.
Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan akan
berlangsung secara efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah
awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan
penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai
Negeri Sipil. Pegawai Negeri di Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi
peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran
pemerintahan dan pembangunan nasional.

Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan
agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Upaya untuk
meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebenarnya Pemerintah
Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan
selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan

baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para



pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan
kinerja pegawai yang bersangkutan?.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur
kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau
dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan maksud untuk mendidik dan
membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas
kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Pegawai
Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan
dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra
kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun kenyataan di
lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil
yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga sering kali
timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang
pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk
mengambil judul penelitian “Analisis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak
Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari
Gunungkidul Terkait Peningkatan Kinerja Pegawai Menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara™.

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri
oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait
peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara?

2. Bagaimana faktor-faktor penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak
membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari
Gunungkidul terkait peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah agar bisa menghasilkan suatu karya ilmiah,
guna pemecahan masalah agar apa yang dituju dapat tercapai diantaranya adalah.
1. Mendeskripsikan penerapan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela
diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait
peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor penerapan kewenangan pemberian sanksi dan

hak membela diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari



Gunungkidul terkait peningkatan kinerja pegawai menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan
sebagai berikut.
1. Manfaat Teoristis
Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa
serta seluruh lingkup masyarakat baik akademis maupun non akademis supaya
dapat mengerti dan dapat memahami ilmu hukum, khususnya dalam bidang
kewenangan kewenangan pemberian sanksi dan hak membela diri oleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul terkait peningkatan
kinerja pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga
bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan masukan atau menambah
pengetahuan yang berhubungan dengan Kkedisiplinan serta menegakkan

kedisiplinan di lingkungan kerjanya.



